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KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
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TENTANG

PERSETU」UAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BATUAN KEPADA CV.LIMA SATU

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR IYUSA TEITGGARA TIMUR,

a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan
usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara
permohonan wilayah kepada pemberi izin;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan WIUP
mineral bukan logam dan batuan dalam I (satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil,
merupakan wewen ang D aerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Lima
Satu kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

O1lCV.sllXtl2OL7 tanggal 28 Oktober 2017 Perihal :

Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang
dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat
diberi persetujuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangarl sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan
Wilayah lzin Usaha Pertambangan Batuan kepada
CV. Lima Satu;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Ba-li, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
r6ael;

2. IJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 10 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minera-l
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5l 11) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2O14 tentatg perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2O1O tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari
2OI5 tentang Penyelenggaraan Urusan

MEMUTUSKAN:

Persetujuan Wilayah Izin
kepada CV. Lima Satu.

Persehrjuan Wilayah

Usaha Pertambangaa Batuan

lztn Usaha Pertambangan
sebagalmana dimaksud dalam Dictum KESATU dibe五 kan
kepada :

Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor :
O4.El30|DJBl2Ol5 tanggal 30 April 2Ol5 tentang
Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di Bidan[
Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tdnun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah;

Menperhatikan : 1.

Menetapkan

XESATU

KTDUA

Nama Perusahaaa
Alamat

NPWP
Komoditas Tambang
Jenis Batuan
Luas

lokasi Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Wilayah

CV. Lima Satu
Jln. Selandoro RT. OO1 RW. OO1
Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan
Kab. kmbata
75.356.264.4-921.OO0
Batuan
Batu dan Pasir
8.84 Hektar (Delapan koma
Delapan Puluh Empat)

Merdeka
Lebatukan
kmbata
Nusa Tenggara Timur
2307

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan peta segagairnana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini
maka:
a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan
Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.OO0.0O0,-
(Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan
nomor akun 423116;

b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/ atau Hutan
Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan
kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasal
dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin
Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak
sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan
untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan
dimaksud secara bersama; dan

d. selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
diterbitkannya Peta Wilayah lzin Usaha Pertambangan
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II Keputusan
Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikal
Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Wilayah lzin Usaha Pertambangan dinyatakan batal,
apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 I\TPJ L

メ GUBERNUR

2018

TIMUR,レ

LEBU

Tembusan :

I . Menteri Energi dan Sumber Daya Minera'l RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jal<arta;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7 . Direlrtur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9- Bupati kmbata di I.€woleba;
1O. Direktur Pendapatan Daerah, Di(ien Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI

di Jakarta;
11. Kepata Biro Hukum dan Humas/ Kepala Birc Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan

Kerjasama Lua.r Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Telcrik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara

Kementerian ESDM RI di Jakarta;
1 4. Direlfirr Pe mbinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Elatubara kemeterian

ESDM RI di Jakarta;
15. Direlrhrr Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

RI di Jakarta; r
16. Direktur Pajak Bumi darr Bangunan, Kementerian Keuangar RI di Jakarta. I



LAMPIRAN I:KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
ⅡOMOR
TANGG‐

:||ィ  /KEP/HK/2018
:o 47綱し   2018

CV.LIMA SATU
BATUAN
DESA MERDEKA
NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBATA
2307
8.84 (Delapan koma Delapan Puluh Empatl
Hck十^r

K00RDINAT WIIAYAH IZIN USAHA PER「 AMBANGAN fWIUPl

PERUSAHAAN
KOMODITAS
LOKASI
PROVINSI
KABUPATEN
KODE WILAYAH
LUAS(Hal

No.
Giarte BuJur Tlmur IBT) Ga五s Lintang Sehtan iLS〕

X Y

123 30 736 123.502045 8 23 12.63 -3.386843

2 123 30 10.24 123.502845 8 23 12.63 -8.386843

3 123 30 10.24 123.502845 8 23 13.71 -8.387143

4 123 30 1348 123.503745 8 23 13.71 -8387143

5 123 30 1348 123.503745 8 23 24.15 -8390043

6 123 30 9.52 123.502645 8 23 24.15 -8.390043

7 123 30 952 123502645 8 23 23.25 -8.389793

8 123 30 466 123.501295 8 23 2325 -8389793

9 123 30 4.66 123501295 8 23 12.45 -8.386793

10 123 30 7.36 123502045 8 23 12.45 -8.386793
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